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PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49/PERMENTAN/PK.440/10/2016

TENTANG

PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR KE DALAM WILAYAH NEGARA

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/
Permentan/PK.440/5/2016 tentang Pemasukan Ternak
Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik
Indonesia, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk memenuhi
ketersediaan daging, mempercepat peningkatan populasi
serta optimalisasi pelayanan pemberian rekomendasi
pemasukan ternak ruminansia besar, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Ternak
Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik

Indonesia;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3482);
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing the World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5619);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang
Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4002);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5543);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);



Menetapkan

10.

11.

12.
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Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/
OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan
Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina
dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pertanian = Nomor 44/Permentan/ OT.140/3/2014
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 94 /Permentan/OT.140/ 12/2011 tentang Tempat
Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit
Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 428);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/
HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian
Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1323);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/
OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN
TERNAK RUMINANSIA BESAR KE DALAM WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Ternak Ruminansia Besar adalah kelompok hewan

mamalia yang memamah biak dan mempunyai empat
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buah perut yaitu retikulum, rumen, omasum, dan
abomasum.

Bakalan Ternak Ruminansia Besar Pedaging yang
selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak ruminansia
pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu
tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai
bobot badan maksimal pada umur optimal untuk
dipotong.

Ternak Ruminansia Besar Indukan yang selanjutnya
disebut Indukan adalah ternak betina bukan bibit yang
memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan
untuk pengembangbiakan.

Jantan Produktif adalah jantan bukan bibit yang
memiliki organ reproduksi normal dan sehat serta
digunakan untuk kawin alam.

Pemasukan adalah serangkaian kegiatan memasukkan
Ternak Ruminansia Besar dari luar negeri ke dalam
wilayah Negara Republik Indonesia.

Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara
Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan Ternak
Ruminansia Besar ke dalam wilayah Negara Republik
Indonesia.

Unit Usaha Peternakan Negara Asal yang selanjutnya
disebut Farm adalah suatu perusahaan di Negara Asal
yang menjalankan kegiatan budi daya Ternak
Ruminansia Besar secara teratur dan terus menerus.
Registered Premises/Approved Premises atau Nama Lain
yang Sejenis adalah tempat penampungan sementara
Ternak Ruminansia Besar yang akan diekspor dan
sebagai tempat dilakukannya pemenuhan persyaratan
teknis kesehatan hewan yang dipersyaratkan oleh negara
tujuan.

Rekomendasi Pemasukan yang selanjutnya disebut
Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang diberikan
kepada Pelaku Usaha, Koperasi Peternak, atau Kelompok
Peternak untuk melakukan Pemasukan Ternak

Ruminansia Besar.
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Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan
Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan
fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan
Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit
kerja organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian
yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan
pertanian.

Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
provinsi yang melaksanakan fungsi di bidang peternakan
dan/atau kesehatan hewan.

Pelaku Usaha adalah Perusahaan Swasta, Badan Usaha
Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Koperasi Peternak adalah koperasi yang usahanya
bergerak di bidang peternakan.

Kelompok atau Gabungan Kelompok Peternak yang
selanjutnya disebut Kelompok Peternak adalah kumpulan
peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan
kepentingan, kondisi sosial, ekonomi, sumber daya, dan
lokasi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha

anggota.

BAB II
PERSYARATAN PEMASUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Ternak Ruminansia Besar terdiri atas:

a.
b.

C.

Bakalan;
Indukan; dan

Jantan Produktif.



